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ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan menggambarkan proses kinerja implementasi kebijakan
retribusi jasa usaha penyelenggaraan transportasi di Dinas Perhubungan Kota
Palembang dengan fokus penelitian bidang terminal dan lokasi penelitian
Terminal Ampera. Latar belakang masalah yang terjadi yaitu tidak tercapainya
target, turunnya retribusi bidang terminal dan arus aktivitas terminal. Penelitian
menggunakan metode deksriptif dengan pendekatan kualitatif menggunakan
kerangka berpikir dikembangkan dari teori implementasi Van Meter dan Van
Horn. Sumber data penelitian yaitu data primer dan sekunder dikumpulkan
melalui teknik wawancara, dokumentasi dan observasi. Teknik analisis data
menggunakan model interaktif dari Miles dan Hubberman melalui tahap reduksi,
penyajian data, dan verifikasi. Hasil penelitian di lapangan menunjukkan kinerja
implementasi berjalan dengan baik berdasarkan standar kebijakannya, namun
terdapat beberapa faktor yang belum optimal yaitu tidak tercapai nya target
retribusi karena tidak adanya sumber daya insentif/dana, terdapat ketidakpatuhan
membayar retribusi, kondisi ekonomi, dan sosial, dan politik secara optimal
belum mendukung kebijakan.
Kata Kunci : Implementasi Kebijakan, Retribusi Jasa Usaha
Penyelenggaraan Transportasi, Retribusi Terminal, Dishub Kota
Palembang, Terminal Ampera
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ABSTRAC

The research aims to describe the performance process of implementation policy
the business service retribution transport held by Department of transportation in
Palembang City. The focus of research in the field of terminal and research
location at Terminal Ampera. The background of research problems are not
achieving the ideal target, the decrease of retribution, and the decrease of
terminal flow activities. This research is descriptive method with qualitative
approach using framework developed by Van Metter and Van Horn. The sources
of primer and seconder data collected through interview, documentation, and
observation. The analysis techniques uses an interactive model from Miles and
Hubberman: reduction, displays data, and verification. The result of research
show the implementation process had been going well based on the standar of
policy, but there are several factors not optimal yet there are the retribution target
not achieve, there is not have any fund/incentive resource, the violation to pay
retribution happen, the condition of economic, social and politic not optimal yet
to support the policy.
Keywords : Implementation of policy, Retribution of business service
transport, retribution of station, Department of Transportation in
Palembang City, Terminal Ampera
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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Transportasi suatu wilayah sampai lingkup negara memiliki peran penting

mendukung pembangunan dan integrasi nasional berkaitan dengan amanat

Pembukaan Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu “...Sebagai bagian

dari upaya memajukan kesejahteraan umum,...”. Sehingga sistem transportasi

nasional harus dikembangkan potensi perannya melaksanakan pembangunan ekonomi

dan pengembangan wilayah di Indonesia. Untuk mencapai hal tersebut,

penyelenggaraan dilakukan sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi,

menerapkan asas otonomi daerah, dan mengedepankan akuntabilitas dalam proses

penyelenggaraan nya. Sejalan dengan semangat pelaksanaan desentralisasi

mengimplementasikan Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah

mengatakan bahwa penyelenggaraan urusan pemerintahan dilakukan atas asas

otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dengan tetap

memegang prinsip NKRI. Berlandaskan kebijakan tersebut, pemerintah daerah di

Indonesia masing-masing memiliki kewenangan tersendiri dalam menyelenggarakan

urusan pemerintahan. Sementara dimaksud dengan kebijakan ialah serangkaian

panjang kegiatan panjang dengan banyak atau sedikit kegiatan tersebut saling

berkaitan satu sama lain sehingga memiliki konsekuensi bagi kepentingan dari

keputusan yang berlainan. Thomas R. Dye dalam “Understanding Public Policy”
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Dye (1987:1) mengatakan “public policy is whatever governments choose to do or

not to do”, (kebijakan publik adalah apapun pemerintah pilih untuk dilakukan atau

tidak dilakukan).

Kewenangan penyelenggaraan urusan pemerintah daerah berlandaskan asas

otonomi dan tugas pembantuan tersebut memberikan pemerintah daerah kesempatan

memperoleh sumber pendapatan pada daerahnya sendiri selaras kebijakan

perimbangan keuangan mengatur antara pusat dan daerah tertuang dalam Undang-

Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah

Pusat dan Pemerintah Daerah. Hal tersebut dimaksudkan agar pemerintah daerah

mempunyai sumber pendapatan tersendiri guna pelaksanaan urusan pemerintahan

daerah. Salah satu pendapatan yang dapat diperoleh pemerintah daerah ialah

mengandalkan retribusi secara optimal sebagai sumber pendapatan daerah. Retribusi

atau retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah potensial

berperan penting dalam membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah.

Retribusi secara umum ialah pungutan daerah atas pembayaran jasa atau

perizinan tertentu disediakan oleh pemerintah daerah untuk dinikmati oleh

kepentingan umum baik secara perorangan atau pun badan. Retribusi masuk dalam

sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) penerimaan bukan pajak. Undang-Undang

Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah menerangkan

kebijakan pajak dan retribusi dilakukan memegang prinsip demokrasi, pemerataan

dan keadilan, serta partisipasi peran masyarakat, mengutamakan akuntabilitas dengan

tetap memperhatikan potensi daerah. Hal tersebut artinya retribusi daerah memiliki

tujuan meningkatkan pelayanan dalam masyarakat untuk membentuk kemandirian
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daerah bagi kemakmuran rakyat. Pasal 108 Undang-Undang 28 Tahun 2009

menggolongkan jenis retribusi terdiri dari retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha

dan retribusi jasa perizinan tertentu. Sementara retribusi jasa usaha merupakan

retribusi dikenakan tarif atas jasa usaha berupa pelayanan pemerintah daerah

menganut prinsip komersial. Jenis retribusi jasa usaha dijelaskan dalam Pasal 127

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 juga berupaya mengintensifkan

pendapatan asli daerah (PAD) sehingga terdapat sektor-sektor menggolongkan

pendapatan diterima negara salah satunya dalam sektor transportasi. Sehingga

diperlukan kegiatan peninjauan berdasarkan perkembangan transportasi tiap daerah

dalam mengatur besaran retribusi termasuk dalam penyelenggaraan transportasi.

Peninjauan retribusi penyelenggaraan transportasi disesuaikan dengan prinsip daerah

masing-masing di Indonesia guna meningkatkan pelayanan masyarakat. Sehingga

pembagian retribusi sektor transportasi tersebut dibagi menjadi retribusi jasa umum

penyelenggaraan transportasi, retribusi jasa usaha penyelenggaraan transportasi, dan

retribusi perizinan tertentu penyelenggaraan transportasi.

Retribusi jasa usaha penyelenggaraan transportasi ialah retribusi dikenakan

atas pelayanan dalam bidang transportasi yang disediakan oleh pemerintah daerah

menganut prinsip komersial meliputi; pelayanan memanfaatkan kekayaan daerah

yang belum dimanfaatkan optimal dan/atau pelayanan pemerintah daerah yang belum

disediakan pihak swasta secara pelayanan belum memadai. Berdasarkan penjelasan

tersebut maka jasa usaha pada sektor transportasi ini bersifat komersial meski pun

sektor swasta ada menyediakan namun belum dikatakan memadai dan bisa juga
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termasuk harta milik daerah namun belum dimanfaatkan optimal oleh pemerintah

daerah. Retribusi yang termasuk jasa usaha dari penyelenggaraan transportasi antara

lain retribusi terminal, retribusi tempat khusus parkir, dan retribusi pelayanan

pelabuhan.

Retribusi terminal merupakan retribusi dikenakan terhadap pelayanan

penyediaan parkir tempat kendaraan penumpang atau bis di terminal, tempat kegiatan

usaha yang ada di terminal, dan penggunaan fasilitas-fasilitas lainnya dalam

lingkungan terminal bisa dimiliki, disediakan, dan dikelola oleh pemerintah daerah.

Terminal secara umum tempat pangkalan kendaraan bermotor digunakan mengatur

kedatangan dan keberangkatan, tempat menaikkan dan menurunkan orang atau

barang, serta kegiatan perpindahan moda angkutan lainnya. Berdasarkan Undang-

Undang 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 41 mengatakan

bahwa penyelenggara terminal wajib menyediakan jasa terminal sesuai standar dan

dikenakan retribusi sesuai dengan peraturan perundang-undangan berlaku. Terminal

sebagai penunjang penyelenggaraan transportasi kegiatan moda angkutan

sebagaimana dimaksud berupa terminal penumpang dan terminal barang. Sedangkan

terminal penumpang pelayanannya digolongkan dalam beberapa tipe yaitu:

1. Terminal tipe A merupakan rencana tata ruang wilayah nasional jaringan

trayek untuk angkutan lintas batas negara, antar kota, atau antar provinsi.

2. Terminal tipe B merupakan rencana tata ruang wilayah provinsi jaringan

trayek untuk angkutan kota dalam provinsi.

3. Terminal tipe C merupakan rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota

jaringan trayek untuk angkutan perkotaan atau desa dalam kabupaten/kota.
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Kota Palembang merupakan Ibukota Provinsi Sumatera Selatan yang turut

serta dalam semangat desentralisasi mengatur urusan pemerintahan daerahnya sendiri

sesuai dengan peraturan perundang-undangan berlaku. Kewenangan dimiliki

Pemerintah Daerah Kota Palembang terdiri dari beberapa urusan bidang diatur

berdasarkan Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah yang

menyebutkan urusan pemerintahan wajib bukan pelayanan dasar termasuk

kewenangan otonomi daerah salah satunya bidang perhubungan. Lampiran Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah membagi urusan bidang

perhubungan dimiliki oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yaitu termasuk dalam

pengelolaan terminal penumpang tipe C.

Tabel 1 Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan

No Sub
Urusan

Pemerintah
Pusat

Daerah
Provinsi

Daerah
Kabupaten/Kota

1 2 3 4 5
1 Lalu

Lintas dan
Angkutan
Jalan
(LLAJ)

a. Penetapan
rencana induk
jaringan LLAJ
Nasional

b.Penyediaan
perlengkapan
jalan di jalan
nasional

c. Pengelolaan
terminal
penumpang
tipe A

d.dst

a. Penetapan
rencana induk
jaringan LLAJ
Provinsi

b.Penyediaan
perlengkapan
jalan di jalan
provinsi

c. Pengelolaan
terminal
penumpang
tipe B

d.dst

a. penetapan rencana
induk jaringan LLAJ
Kabupaten/Kota

b.Penyediaan
perlengkapan jalan
di jalan
Kabupaten/Kota.

c. Pengelolaan
terminal penumpang
tipe C

d.dst

Sumber: Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014
Tentang Pemerintah Daerah

Tabel 1 tersebut menunjukkan pembagian urusan pemerintahan bidang

perhubungan kewenangan daerah kabupaten/kota ialah dalam melaksanakan
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pengelolaan terminal penumpang tipe C dari sub urusan lalu lintas dan angkutan jalan.

Sementara terminal tipe C yang ada di wilayah Kota Palembang dapat dilihat melalui

tabel data terminal sebagai berikut:

Tabel 2 Data Terminal Tipe C di Kota Palembang
No Nama Terminal Tipe Luas (M2) Instansi Pengelola

1 Plaju C 3.750 Dishub Kota Palembang
2 Ampera C 3.000 Dishub Kota Palembang
3 Sako C 2.400 Dishub Kota Palembang
4 Lemabang C 1.600 Dishub Kota Palembang
5 7 Ulu C 1.800 Dishub Kota Palembang
6 Tangga Buntung C 780 Dishub Kota Palembang
Sumber : Dishub Dalam Angka 2020

Penyelenggaraan transportasi ialah salah satu unsur penting strategis dalam

roda ekonomi, pengembangan wilayah hingga berpengaruh pada aspek-aspek lainnya.

Hal tersebut dianggap penting karena sistem transportasi daerah bagian sistem

transportasi nasional secara terpadu mewujudkan jasa transportasi sesuai dengan

kebutuhan lalu lintas daerah termasuk Kota Palembang. Kewenangan Pemerintah

Daerah Kota Palembang menyelenggarakan urusan bidang perhubungan demi

mewujudkan transportasi sesuai dengan kebutuhannya berpegang pada Peraturan

Daerah Kota Palembang Nomor 22 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah

Kota Palembang. Hal itu dimaksudkan agar Kota Palembang memiliki pelayanan

transportasi tertib, aman, cepat, tepat, nyaman, teratur dan lancar dengan biaya

terjangkau oleh lapisan masyarakat Kota Palembang. Demi upaya melaksanakan

kewenangan bidang perhubungan, Pemerintah Daerah Kota Palembang dibantu oleh

unsur daerah dalam penyelenggaraan urusan perhubungan. Karena kewenangan

Pemerintah Daerah Kota Palembang urusan bidang perhubungan termasuk mengelola
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terminal tipe C sesuai perundang-undangan yang berlaku, maka untuk melaksanakan

pengelolaan terminal tipe C di Kota Palembang Pemerintah Daerah Kota Palembang

perlu dibantu oleh unit operasional yang membantu melakukan pengelolaan terminal

sebagai bentuk penyedia jasa usaha penyelenggaraan transportasi bagi masyarakat

Kota Palembang.

Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 9 Tahun 2019 tentang Perubahan

atas Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan

dan Susunan Perangkat Daerah Kota Palembang mengatakan bahwa Dinas

Perhubungan Kota Palembang adalah salah satu unsur pelaksana membantu urusan

pemerintahan yang tugas pokok dan fungsinya melaksanakan kewenangan otonomi

daerah bidang perhubungan rangka desentralisasi. Kebijakan tersebut juga

menjelaskan Dinas Perhubungan Kota Palembang sebagai unsur pelaksanaan

pemerintahan bidang perhubungan membantu Pemerintah Daerah Kota Palembang

urusan penyelenggaraan bidang perhubungan. Terpadu nya Pemerintah Daerah Kota

Palembang dan unsur lembaga perhubungan yakni Dinas Perhubungan Kota

Palembang bertujuan memenuhi kebutuhan mobilitas bagi masyarakat Kota

Palembang termasuk memberikan pelayanan penyedia jasa transportasi bagi

masyarakat Kota Palembang.

Dinas Perhubungan Kota Palembang atau selanjutnya disebut Dishub Kota

Palembang merupakan salah satu unsur pokok pelaksana membantu urusan daerah

Kota Palembang dalam bidang perhubungan. Pemberian kewenangan terhadap

Dishub Kota Palembang delegasi pada kebijakan Peraturan Walikota Palembang

Nomor 57 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi



22

Serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Kota Palembang sebagaimana dimaksud bahwa

Dishub Kota Palembang memiliki tugas membantu Walikota melaksanakan urusan

bidang perhubungan Kebijakan tersebut menjelaskan kedudukan Dishub Kota

Palembang dipimpin oleh Kepala Dinas bertanggung jawab kepada Walikota Kota

Palembang melalui Sekretaris Daerah. Struktur organisasi Dishub Kota Palembang

berdasarkan Peraturan Walikota Palembang Nomor 57 Tahun 2016 meliputi disebut

dengan Unit Pelayanan Teknis disingkat UPT merupakan unsur pelaksana teknis

operasional daerah. Peraturan UPT dibentuk berdasarkan Peraturan Walikota

Palembang Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pembentukan Unit Pelayanan Teknis

Daerah (UPTD) pada Dinas Perhubungan Kota Palembang. Berdasarkan kebijakan

tersebut, Unit Pelayanan Teknis Daerah selanjutnya disingkat UPTD pada struktur

organisasi Dishub Kota Palembang merupakan unsur pelaksana teknis operasional

meliputi UPTD Angkutan Masal, UPTD Balai Pengujian Kendaraan Bermotor,

UPTD Perparkiran, UPTD Terminal, dan UPTD Pelabuhan Penyebrangan atau

Dermaga. Dalam Peraturan Walikota Palembang Nomor 12 Tahun 2019 menjelaskan

fungsi tugas pokok dari UPTD yang dimiliki Dishub Kota Palembang di mana UPTD

Terminal memiliki tugas dalam bidangnya termasuk melaksanakan pemungutan

retribusi terminal. Hal tersebut sejalan dengan tugas pokok Dishub Kota Palembang

dalam melakukan pelayanan sektor perhubungan selaku pengelola PAD bidang

perhubungan termasuk pada bidang retribusi terminal.

Pengaturan retribusi jasa usaha penyelenggaraan transportasi Kota Palembang

dibentuk dengan kebijakan Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 17 Tahun 2011

tentang Retribusi Jasa Usaha Penyelenggaraan Transportasi. Berdasarkan Peraturan
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Daerah Nomor 17 Tahun 2011 terdapat beberapa bidang retribusi jasa usaha

penyelenggaraan transportasi yang terdiri dari retribusi bidang terminal, retribusi

tempat khusus parkir, retribusi bidang pelayanan pelabuhan, dan retribusi bidang

penyeberangan di air. Karena terdapat beberapa bidang dari retribusi jasa usaha

penyelenggaraan transportasi yang diatur Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2011

tersebut sehingga ditunjuk lah petugas atau pejabat membidangi pemungutan retribusi

jasa usaha penyelenggaraan transportasi di Dishub Kota Palembang. Sementara

petugas atau pejabat membidangi pemungutan retribusi termasuk pada retribusi

bidang terminal dapat ditunjuk oleh Walikota berdasarkan peraturan yang berlaku.

Pengelolaan retribusi jasa usaha penyelenggaraan transportasi pada bidang terminal

dilaporkan setiap tahunnya dalam Laporan Tahunan Dinas Perhubungan Kota

Palembang.

Tabel 3 Pengelolaan Retribusi Terminal Dishub Kota Palembang

Tahun
Pengelolaan Retribusi

Target(Rp) Realisasi(Rp) Kinerja(%)
2018 1.000.000.000 211.538.000 21,15
2019 1.000.000.000 191.044.000 19,10
2020 150.000.000 180.234.000 120,16

Sumber : Laporan Tahunan 2018, 2019, dan 2020

Pengelolaan retribusi selama tiga tahun dari tahun 2018 sampai 2020 realisasi

retribusi belum mencapai target yang telah ditentukan. Angka persentase

menunjukkan belum mencapai kinerja pengelolaan retribusi bidang terminal yaitu

pada tahun 2017 dihitung tertinggal 21,26%, tahun 2018 tertinggal 21,15%, dan tahun

2019 tertinggal 19,10%. Kemudian terjadi peninjauan pengelolaan retribusi PAD di

Dishub Kota Palembang pada tahun 2020 sehingga retribusi terminal ditentukan
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target lebih rendah dari tahun-tahun sebelumnya dari 1 (satu) miliar menjadi 150 juta.

Barulah realisasi retribusi dapat mencapai persentase kinerja sebesar 120,16% akan

tetapi dengan angka realisasi lebih kecil daripada tahun-tahun sebelumnya. Meski

realisasi pengelolaan retribusi melebihi target kinerja pada tahun 2020, realisasi

angka retribusi terminal yang diterima dapat dilihat menurun setiap tahunnya.

Dishub Kota Palembang dijelaskan sebelumnya memiliki unit operasional

disebut UPTD Terminal yang wilayah bidang kerjanya ditunjuk untuk melakukan

pengelolaan terminal tipe C sesuai peraturan perundang-undangan berlaku. Terminal

dikelola UPTD Terminal Dishub Kota Palembang terdiri dari 6 (enam) unit terminal

tipe C di Kota Palembang sehingga realisasi dari semua terminal tersebut dilaporkan

oleh setiap UPTD Terminal kepada Dishub Kota Palembang.

Tabel 4 Realisasi Retribusi Terminal Penumpang Tipe C di Kota Palembang
Tahun 2018 s.d 2020

No Retribusi Terminal dikelola
Dishub Kota Palembang

Realisasi(Rp)
2018 2019 2020

1 UPTD Terminal Tangga Buntung 15.612.000 17.809.000 21.518.000

2 UPTD Terminal 7 Ulu 5.680.000 5.570.000 4.245.000
3 UPTD Terminal Lemabang 45.857.000 36.685.000 24.685.000
4 UPTD Terminal Ampera 64.875.000 55.549.000 45.743.000
5 UPTD Terminal Plaju 47.240.000 44.775.000 42.983.000
6 UPTD Terminal Sako 32.292.000 30.475.000 41.060.000

JUMLAH 211.538.000 191.044.000 180.234.000
Sumber : Dinas Perhubungan Kota Palembang

Berdasarkan realisasi retribusi beberapa terminal tipe C yang dikelola oleh

Dishub Kota Palembang tersebut tiga terminal yang paling besar kontribusi dalam

realisasi retribusi dari paling tinggi yaitu Terminal Ampera, Terminal Plaju, dan

Terminal Lemabang di Kota Palembang.
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Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Retribusi

Jasa Usaha Penyelenggaraan Transportasi menyebutkan cara mengukur tingkat

pengguna jasa usaha penyelenggaraan transportasi dilakukan dari jenis, jumlah, dan

frekuensi kegiatan atau penggunaan jasa usaha penyelenggaraan transportasi

termasuk bidang terminal. Kegiatan terminal yaitu berupa arus lalu lintas terjadi

seperti kendaraan masuk dan keluar bisa dikenakan retribusi berdasarkan peraturan

perundang-undangan berlaku. Sehingga selain retribusi yang dilaporkan, aktivitas

arus lalu lintas terjadi pada terminal juga perlu dilaporkan. Karena arus lalu lintas

terminal merupakan salah satu penunjang kegiatan yang terjadi di terminal sehingga

memungkinkan dikenakan retribusi dalam memberikan penerimaan retribusi terminal,

artinya kepadatan arus lalu lintas terminal berkaitan erat dengan realisasi retribusi

terminal. Laporan pengelolaan retribusi terminal sebelumnya dilihat bahwa realisasi

retribusi tahun 2020 lebih kecil dari tahun 2019 maka dapat dikatakan kepadatan arus

lalu lintas terminal tahun 2020 lebih rendah dari tahun 2019. Pernyataan tersebut

dilihat melalui perbandingan arus lalu lintas terminal tipe C yang dikelola oleh

Dishub Kota Palembang antara tahun 2019 dan 2020 sebagai berikut.

Tabel 5 Perbandingan Arus Aktivitas Terminal Yang Dikelola Dishub Kota
Palembang Antara Tahun 2019 dan Tahun 2020

No Pengelola Terminal Dari Dishub
Kota Palembang

Kendaraan Masuk dan
Keluar Terminal Persentase

PertumbuhanTahun
2019

Tahun
2020

1 Terminal Tangga Buntung 25.197 29.856 15,60
2 Terminal 7 Ulu 7.040 8.570 17,85
3 Terminal Lemabang 59.485 36.530 (38,59)
4 Terminal Ampera 81.432 64.270 (21,08)
5 Terminal Plaju 53.116 20.632 (61,16)
6 Terminal Sako 34.414 23.594 (31,44)
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Sumber : Laporan Tahunan Tahun 2020

Tabel perbandingan arus lalu lintas terminal antara tahun 2019 dan 2020

terjadi penurunan angka pertumbuhan pada beberapa terminal yang dikelola UPTD

Terminal Dishub Kota Palembang. Hal tersebut dihitung berdasarkan arus aktivitas

terminal di mana persentase menurun ialah angka dalam kurung. Penurunan angka

pertumbuhan persentase terjadi pada Terminal Lemabang, Terminal Ampera,

Terminal Plaju, dan Terminal Sako. Hal tersebut dapat dilihat bahwa arus aktivitas

terminal yang menurun tersebut terjadi pada terminal yang memiliki kontribusi besar

dalam menyumbang realisasi retribusi terminal yang dikelola oleh Dishub Kota

Palembang.

Berdasarkan laporan realisasi retribusi dan arus aktivitas terminal yang

dikelola oleh Dishub Kota Palembang terdiri dari 6 (enam) terminal tipe C tersebut.

Terminal Ampera merupakan terminal yang paling tinggi aktivitas arus kepadatan

terminal terjadi sehingga penerimaan retribusi oleh Terminal Ampera merupakan

retribusi paling banyak realisasi nya dalam pengelolaan retribusi bidang terminal oleh

Dishub Kota Palembang. Kemudian Terminal Ampera juga merupakan terminal yang

mengalami penurunan aktivitas kegiatan terminal sehingga termasuk terminal dengan

realisasi retribusi yang mengalami penurunan. Padahal Terminal Ampera merupakan

terminal yang terletak di pusat Kota Palembang dengan lokasi strategis berdekatan

dengan Jembatan Ampera dan Pasar 16 Ilir Kota Palembang sehingga banyak

aktivitas terjadi di pusat kota tersebut termasuk dalam sektor transportasi dari

banyaknya moda transportasi hilir mudik melalui Terminal Ampera. Oleh karena itu,

trayek angkutan umum sebagian besar yang ada di Kota Palembang menuju pusat
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kota dekat Jembatan Ampera dan Pasar 16 Ilir, sehingga Terminal Ampera

merupakan terminal paling banyak melayani trayek angkutan umum. Berikut ini

adalah tabel jalur trayek angkutan umum yang menuju Terminal Ampera.

Tabel 6 Trayek Angkutan Umum Terminal Ampera Tahun 2020

No Jenis Kendaraan Trayek/Rute Angkutan Jumlah
Kendaraan

1 Mobil Penumpang Umum Ampera-Sekip 30
2 Mobil Penumpang Umum Ampera-Lemabang 59
3 Mobil Penumpang Umum Ampera-Tangga Buntung 30
4 Mobil Penumpang Umum Ampera-Pakjo 27
5 Mobil Penumpang Umum Ampera-Bukit Besar 31
6 Mobil Penumpang Umum Ampera-KM 5 100
7 Bus Kecil Ampera-Kertapati -
8 Bus Kecil Ampera-Plaju 117
9 Bus Kecil Ampera-Perumnas 77

JUMLAH 471
Sumber : Dishub Dalam Angka 2020

Permasalahan mengenai tidak tercapai nya realisasi retribusi terminal

beberapa tahun pernah terjadi pada pengelolaan retribusi terminal di Kabupaten

Pontianak. Terdapat jurnal penelitian dilakukan oleh Dwi Kusumawardani pada tahun

2013. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak tercapai nya realisasi retribusi

selama tahun 2010 hingga tahun 2012 akibat kurangnya kinerja pelaksanaan

implementasi kebijakan yang dianalisis dengan teori Edward III yaitu komunikasi,

sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Berdasarkan hasil penelitian tersebut

komunikasi mengenai kebijakan terkait sosialisasi hanya dilakukan sekali sehingga

penyampaian kebijakan peraturan daerah tersebut masih kurang jelas, aparatur
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sumber daya manusia terlibat dalam pemungutan retribusi masih kurang serta sumber

daya fasilitas terminal masih belum optimal, kemudian disposisi atau sikap pelaksana

kebijakan retribusi yaitu petugas pemungut retribusi masih kurang jujur memungut

retribusi yang tidak sesuai dengan peraturan daerah, dan terakhir struktur birokrasi

terkait SOP (Standar Operasional Prosedur) dalam memungut retribusi masih belum

ada. (Dwi Kusumawardani, 2013. Implementasi Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun

2020 di Dinas Perhubungan, Kebudayaan, dan Pariwisata Kabupaten Pontianak.

Prodi Ilmu Pemerintahan Kerjasama FISIP Universitas Tanjungpura dan Pemerintah

Provinsi Kalimantan Barat Volume 2 No. 2 September 2013)

Jurnal penelitian selanjutnya mengenai kewenangan Pemerintah Daerah

Kabupaten Kudus dalam melakukan penarikan retribusi terminal tipe C sebagai

pelaksanaan otonomi daerah berpegang pada Peraturan Daerah Kabupaten Kudus

Nomor 6 Tahun 2011 tentang Retribusi Terminal. Pemungutan retribusi daerah yang

dilakukan dijelaskan dalam hasil penelitian melalui mekanisme proses penarikan

retribusi terdiri dari empat tahapan. Pertama, perencanaan terkait penetapan target

dan pendataan retribusi terminal. Kedua, proses implementasi atau pelaksanaan

penarikan retribusi yang dikatakan berjalan cukup baik. Terakhir pada pengawasan

yang dikatakan masih mengalami hambatan karena lemahnya pencatatan dan

pelaporan bagi pelanggar retribusi terminal sehingga sanksi bagi pelanggar tidak

sesuai dengan peraturan berlaku. (Fita Fiana Maylani dan Sunny Ummul Firdaus,

2018. Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kudus dalam Penarikan Retribusi

Terminal Tipe C Sebagai Pelaksana Otonomi Daerah, jurnal FH UNS Res Publica

Volume 2 No. 2 Mei-Agustus 2018 : 131).
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Berdasarkan hal tersebut beberapa alasan penelitian terhadap implementasi

kebijakan retribusi jasa usaha penyelenggaraan transportasi terkait retribusi bidang

terminal perlu dilakukan yaitu:

1. Pengelolaan retribusi terminal penumpang tipe C yang dilakukan oleh UPTD

Terminal di Dishub Kota Palembang beberapa tahun dari 2018 sampai 2020

selalu mengalami penurunan realisasi retribusi dan tahun 2020 merupakan angka

realisasi paling kecil daripada tahun-tahun sebelumnya, dari 6 (enam) terminal

yang dikelola Dishub Kota Palembang terdapat 4 (empat) terminal yang

mengalami penurunan realisasi.

2. Wilayah Kota Palembang sebagai Ibukota Provinsi Sumatera Selatan memiliki

kepadatan arus lalu lintas tinggi yang berhubungan dengan banyaknya angkutan

jalan sehingga harusnya bermanfaat nya salah satu prasarana lalu lintas jalan

dalam perpindahan moda angkutan yaitu terminal. Namun, antara tahun 2019 dan

2020 menunjukkan persentasi arus lalu lintas terminal tersebut yang mengalami

penurunan pertumbuhan, dari 6 (enam) terminal yang dikelola Dishub Kota

Palembang terdapat 4 (empat) terminal yang mengalami penurunan arus aktivitas

terminal.

3. Terminal Ampera merupakan salah satu terminal yang mengalami penurunan

realisasi retribusi dan arus aktivitas terminal. Terminal Ampera merupakan

terminal paling besar kontribusi nya dalam menyumbang realisasi pengelolaan

retribusi di Dishub Kota Palembang dan Terminal Ampera ialah terminal paling

ramai arus aktivitas nya sebagai terminal tipe C karena terletak di pusat Kota

Palembang.
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Berdasarkan uraian latar belakang masalah yang dijelaskan di atas, penelitian

ini dilakukan untuk mengetahui implementasi dari kebijakan retribusi jasa usaha

penyelenggaraan transportasi tepatnya bidang terminal dilakukan oleh UPTD

Terminal di Dinas Perhubungan Kota Palembang pada Terminal Ampera dan faktor-

faktor apa saja yang dapat mempengaruhi proses implementasi.
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B. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah penelitian ini ingin mengetahui bagaimana proses

implementasi kebijakan retribusi jasa usaha penyelenggaraan transportasi pada jenis

retribusi terminal tepatnya pada Terminal Ampera di Dinas Perhubungan Kota

Palembang dan apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dilakukan penelitian ini ialah menjawab rumusan masalah mengenai

proses kebijakan retribusi jasa usaha penyelenggaraan transportasi pada jenis retribusi

terminal tepatnya pada Terminal Ampera di Dinas Perhubungan Kota Palembang dan

faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari dilakukannya penelitian ini ialah manfaat yang diperoleh

dari hasil penelitian baik bersifat teoritis dan praktis, yakni:

1. Manfaat teoritis

Manfaat teoritis hasil penelitian ini diharapkan menyumbang wawasan

dan pemikiran bagi para pembaca dan para akademisi, baik bagi mereka yang

berminat untuk melakukan pengembangan atas penelitian lebih lanjut.

2. Manfaat praktis

Manfaat praktis hasil penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi

praktikal sosial baik secara kontribusi informasi dan pemikiran bagi instansi

pelaksana Dinas Perhubungan Kota Palembang
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